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ABSTRAK :  - bahwa untuk mengatur kembali ketentuan mengenai sistem akuntansi hibah 
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah, serta 
untuk melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 
dalam menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Sistem Akuntansi Hibah 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 
4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 2 Tahun 2020 
(LN Tahun 2020 No. 134, TLN No. 6516), PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 
123, TLN No 5165), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 
213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No. 1617) sebagaimana telah diubah dengan  
Permenkeu RI 215/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 2137),  Permenkeu RI 
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Sistem akuntansi untuk transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah BUN 
merupakan subsistem dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUN. Transaksi 
belanja Pemerintah Pusat pada Kementerian Negara/Lembaga yang dananya 
bersumber dari Pendapatan Hibah dipertanggungjawabkan dalam kerangka SAI pada 
Kementerian Negara/Lembaga. Pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan 
dan penggunaan Sistem Aplikasi Terintegrasi pada Kementerian Negara/Lembaga 
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai SAI dan penyusunan 
laporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. UAPBUN melakukan 
penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN dengan menggunakan Sistem 
Aplikasi Terintegrasi. Sistem akuntansi hibah dilaksanakan sesuai dengan modul sistem 
akuntansi hibah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. Pelaksanaan akuntansi terkait transaksi hibah dalam 
penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga periode tahun 2021 
yang belum menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi, tetap berpedoman pada 
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai SAI dan penyusunan laporan 
keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2072); 

2. Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 224/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1969), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2021 dan diundangkan 
pada tanggal 29 Desember 2021. 

  - Lampiran: halaman 17-266 

 


